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KEPUTUSAN 

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 369 TAHUN 2023

TENTANG 

TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN 

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023 

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformsasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2020-2024, reformasi birokrasi dan

tata kelola melalui pengukuran indeks kualitas

kebijakan merupakan salah satu sasaran yang harus

diwujudkan oleh setiap Kementerian/Lembaga;

b. bahwa untuk mendukung upaya reformasi birokrasi

dan tata kelola di lingkungan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah, perlu dibentuk tim yang

akan melaksanakan penilaian mandiri pengukuran

indeks kualitas kebijakan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

c. bahwa ...
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KELIMA 

KEENAM 

oleh Pelaksana, dengan lnstrumen Indeks Kualitas 

Kebijakan Tahun 2023; 

b. melakukan verifikasi kesesuaian bukti dukung

Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan yang telah

dikumpulkan oleh Pelaksana, dengan Instrumen

Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023;

c. menyiapkan kelengkapan kebutuhan verifikasi

bukti dukung; dan

d. mengoordinasikan verifikasi bukti dukung dengan

Pelaksana.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat 

ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian ini, 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Tahun 2023. 

Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan 

disampaikan kepada: 

Sekretaris Kementerian 

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

llll

2. Deputi di lingkungan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

3. Direktur Utama LPDB KUMKM; dan

4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 September 2023 

SEKRETARIS KEMENTERIAN, 

ARIF RAHMAN HAKIM 

NIP 19660312 199203 1 004 
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C. TIM SEKRETARIAT

Koordinator

Anggota 

Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum 

1. Kepala Bagian Perundang-undangan;

2. Kepala Bagian Kerja Sama;

3. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan

Perkoperasian dan Kewirausahaan;

4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

5. Kepala Subbagian Advokasi dan Publikasi Hukum;

6. Kepala Subbagian Penelaahan Hukum;

7. Dra.Ateukah Sandra (Analis Hukum Ahli Madya);

8. Sulistyani,SE (Analis Hukum Ahli Muda);

9. Meika Purnamasari,S.Sos, M.Si (Pengawas Koperasi

Ahli Muda);

10. Francisca Katharin Rorong, S.H. (Perancang 

Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda); 

11. Kartikasasi Ari Setianingrum, S.H. (Perancang

Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama);

12. Aulia Fusi Pratami, S.H. (Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Ahli Pertama);

13. Wesli Yenni Roi Purba, S.H. (Perancang Peraturan

Perundang-Undangan Ahli Pertama);

14. Gary Christian Barus, S.H.

SEKRETARIS KEMENTERIAN, 

ARIF RAHMAN HAKIM 

NIP 19660312 199203 1 004 
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